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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191 TAHUN 2014

TENTANG

PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN
BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan
kebutuhan nasional atas Bahan Bakar Minyak dan
dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat
sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna
meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menata kembali
kebijakan mengenai penyediaan, pendistribusian, harga
jual eceran dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu dan mengatur penyediaan,
pendistribusian dan harga Bahan Bakar Minyak lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 66 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan
Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian
dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
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Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN,
PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN
BAKAR MINYAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis
BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah
dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar
Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan
mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan
diberikan subsidi.

2. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya
disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar
yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah
dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan
Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang
didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

3. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis
BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah
dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar
Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan
mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

4. Terminal BBM Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan
penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero)
dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan
dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

5. Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu adalah metode
pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu
dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat
kendali.

6. Usaha Mikro adalah Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
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7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang
menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 2

Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini
terdiri atas:

a. Jenis BBM Tertentu;

b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan

c. Jenis BBM Umum.

Pasal 3

(1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

(2) Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88
untuk didistribusikan di wilayah penugasan.

(3) Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten,
Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.

(4) Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis
BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b dan huruf c.

Pasal 4

Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis
BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan
Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.
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BAB II

PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

JENIS BBM TERTENTU

Pasal 5

Pengaturan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam
Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume kebutuhan,
perencanaan volume penjualan dari Badan Usaha, penyediaan dan
pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel), ketentuan impor dan sistem
pendistribusian secara tertutup Jenis BBM Tertentu.

Pasal 6

Perencanaan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan perencanaan
penjualan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Badan Pengatur mengusulkan kepada Menteri mengenai perencanaan
volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM
Tertentu;

b. Menteri berdasarkan usulan Badan Pengatur menetapkan perencanaan
volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM
Tertentu;

c. Menteri menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai
penetapan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume
penjualan tahunan untuk penyusunan perkiraan subsidi Jenis BBM
Tertentu dan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jenis BBM Tertentu dan perencanaan volume kebutuhan tahunan serta
perencanaan volume penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
digunakan sebagai dasar penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM
Tertentu.

Pasal 8

(1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu
kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat
dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.

(2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi ketentuan:

a. perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk
pengembangannya dalam jangka panjang;

b. jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;

c. untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
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